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Abstract—Legal protection for children
as perpetrators of the crime of murder from a
Human Rights perspective is essentially an
effort made by parents, the government and
society to fulfill and guarantee all children's
rights that have been guaranteed in the
Convention on the Rights of the Child and Law
Number 35 of 2014 concerning Child
Protection. In implementing legal protection
for children as perpetrators of the crime of
murder from a Human Rights perspective,
parents should be fully responsible for the
child's behavior and supported by other
institutions.
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Abstrak—Perlindungan hukum

terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pembunuhan dalam perspektif Hak Asasi
Manusia pada hakekatnya adalah suatu
upaya yang dilakukan oleh orang tua,
pemerintah dan masyarakat  untuk
memenuhi dan menjamin segala hak anak
yang telah dijamin dalam konvensi hak anak
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang  Perlindungan Anak. Dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
pembunuhan ditinjau dari perspektif Hak
Asasi Manusia hendaknya orang tua
bertanggung jawab penuh atas perilaku anak
dan didukung oleh lembaga-lembaga lainnya.

Kata Kunci—Perlindungan Hukum, Anak,
Pembunuhan

L. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu
mempunyai hierarki peraturan perundang-

undangan. Mulai dari tertingga hingga terendah,
semuanya diatur oleh hukum. Didalam hierarki
peraturan  perundang-undangan, terdapat
peraturan umum dan peraturan khusus.
Pembahasan pada penelitian ini merujuk pada
peraturan  khusus yaitu  Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak
Asasi Manusia. Seperti yang terjadi saat ini,
bukan hanya orang dewasa yang dapat
melanggar hukum. Tetapi juga seorang anak,
terkhusus anak dibawah umur sudah sering kita
jumpai melanggar hukum. Dengan begitu,
perbuatan melanggar hukum yang dibahas
dalam penelitian ini yaitu kejahatan.

Anak-anak merupakan penerus generasi,
yang membawa cita-cita dan tujuan bangsa,
serta merupakan aset yang sangat berharga
sebagai sumber daya manusia untuk keuntungan
pembangunan di  masa depan. Untuk
menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi yang bisa menjadi pemimpin
dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa,
dibutuhkan usaha yang terus-menerus dalam
pembinaan untuk memastikan pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak-
anak, serta melindungi mereka dari berbagai
ancaman yang bisa mengganggu proses
perkembangan mereka. Keadaan sosial,
ekonomi, dan psikologis seseorang mungkin
mendorong anak-anak untuk berperilaku buruk.
Perilaku  buruk anak-anak tidak hanya
mengganggu keamanan dan ketertiban umum,
tetapi juga membahayakan masa depan negara
dan bangsa.

Oleh karena itu, perlunya Undang-Undang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Peradilan Pidana Anak untuk mencegah
terjadinya anak menjadi tersangka bahkan
menjadi korban kejahatan. Undang-undang ini
dibuat sebagai pengakuan bahwa anak-anak,
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sebagai bagian dari generasi muda, adalah
sumber daya manusia yang sangat penting, yang
mengekspresikan potensi serta menjaga cita-cita
dan harapan bangsa. Mereka memiliki peranan
penting serta sifat-sifat dan kualitas tertentu
yang memerlukan perhatian dan perlindungan
untuk  memastikan ~ pertumbuhan  dan
perkembangan yang menyeluruh, harmonis, dan
seimbang secara fisik, mental, dan sosial.

Prosedur hukum untuk anak dimulai dari
tahap  penyelidikan, penuntutan, hingga
pelaksanaan  keputusan pengadilan, yang
selanjutnya dioperasikan di tempat
pemasyarakatan. Proses ini sebaiknya dilakukan
oleh petugas yang memiliki pelatihan khusus
atau, paling tidak, oleh petugas yang mengerti
tentang isu-isu yang dihadapi oleh anak yang
melakukan kejahatan. Seringkali kita jumpai
anak dibawah umur melakukan pelanggaran
hukum, sedangkan kejahatan jarang kita jumpai.
Walaupun jarang terjadi, tetapi yang namanya
kejahatan pasti ada dan tidak menutup
kemungkinan anak dibawah umur dapat
melakukan kejahatan tersebut seperti kejahatan
pembunuhan. Peristiwa ini tentu menjadi
perhatian yang besar bagi masyarakaat
terkhususnya aparat penegak hukum. Jika suatu
tindakan ditolak oleh masyarakat, tindakan
tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan.
Kejahatan, sebagai perilaku menyimpang, jelas
tidak diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena
itu, langkah-langkah pengendalian kejahatan
diperlukan agar tidak mengganggu masyarakat.
Namun, kita juga harus menyadari bahwa
kejahatan, meskipun tidak diinginkan, akan
selalu ada dalam masyarakat.

Pembunuhan merupakan sebuah aksi yang
menghilangkan nyawa individu, baik secara sah
maupun tidak sah. Tindakan pembunuhan sering
dipicu oleh berbagai faktor, termasuk faktor
politik, rasa cemburu, keinginan untuk
membalas, perlindungan diri, dan lain-lain.
Terdapat berbagai metode untuk melakukan
pembunuhan. Metode yang paling sering
digunakan adalah melalui penggunaan senjata
api atau senjata tajam. Selain itu, pembunuhan
juga bisa dilakukan menggunakan bahan
peledak atau bahkan tanpa senjata. Anak yang
melakukan ~ pembunuhan  tentu  banyak
dipertanyakan, karena sangat  jarang
dilingkungan masyarakat hal tersebut. Meskipun
jarang terjadi dan pelakunya adalah seorang
anak dibawah umur, tetapi hukum tetap

memberikan sanksi yang tegas. Perbedaan
hukuman antara orang dewasa dan seorang anak
tentu berbeda, tetapi perbedaan itu tentu harus
memperhatikan sudut pandang Hak Asasi
Manusia.

Hak asasi manusia merujuk pada hak yang
diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di
dunia ini. Setiap orang memiliki tanggung jawab
untuk menjunjung, melindungi, dan
menghormati hak asasi orang lain. Hak-hak ini
mencakup berbagai hal, seperti hak untuk hidup,
hak atas keamanan, hak wuntuk menjaga
integritas fisik, hak untuk bebas dari perbudakan
dan penyiksaan, serta hak-hak lainnya yang
diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi
Manusia. Jika seseorang atau sekelompok
individu melanggar hak-hak tersebut, maka
individu atau kelompok lainnya dapat dikenakan
hukuman penjara sementara atau, dalam situasi
yang paling parah, hukuman penjara seumur
hidup.

Kehadiran anak-anak di sekitar kita perlu
diperhatikan, terutama dalam hal sikap mereka.
Seiring dengan pertumbuhan mereka menuju
usia  dewasa, anak-anak kadang-kadang
mengambil tindakan di luar batas, melakukan
perilaku yang bisa merugikan diri mereka
sendiri atau orang lain. Namun, setiap anak yang
terlibat dalam tindakan kriminal seperti
pembunuhan tetap harus menerima
perlindungan hukum, dan sesuai dengan
Konvensi Hak Asasi Manusia, mereka tidak
boleh dijatuhi hukuman mati.

Perlindungan dalam proses penyidikan
sampai putusan pengadilan kepada anak
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan
khusus untuk melindungi kepentingan anak.
Perhatian dan perawatan khusus ini bertujuan
untuk mencegah anak menjadi korban
penerapan hukum yang salah, yang dapat
menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan
sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti
memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimanakah
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai
pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ditinjau dari
Perspektif Hak Asasi Amnusia?

II. LANDASAN TEORI
A. Anak



Pengertian istilah anak menurut Pasal 1
Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 mengenai Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyebutkan bahwa “Anak adalah
setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah
termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”.

B. Tindak Pidana

Istilah "Tindak Pidana" berasal dari hukum
pidana dan mengacu pada suatu perilaku yang
dapat dikenakan hukuman. Walaupun istilah ini
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Belanda (WvS), tidak ada definisi resmi
yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan
tindakan pidana.

Sejak para legislator kita memperkenalkan
istilah "Strafbaar feit", berbagai pandangan
berbeda telah muncul dalam teori hukum
mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan
pidana. Terdapat pendapat dari para ahli tentang
makna istilah "Tindak Pidana".

a) Simon, tindak pidana adalah suatu tindakan
atau perbuatan yang diancam dengan pidana
oleh undang-undang, bertentangan dengan
hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh
seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b) Pompe, berpendapat bahwa ‘“strafbaar feit”
ialah suatu pelanggaran norma ‘“gangguan
terhadap tertib hukum” yang dengan sengaja
atau tidak sengaja telah dilakukan oleh
seorang  pelaku, dimana  penjatuhan
hukumannya terhadap pelaku tersebut adalah
perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan
terjaminnya tertib hukum.

¢) Van Hamel, merumuskan “strafbaar feit” itu
sebagai suatu serangan atau suatu ancaman
terhadap hak-hak orang lain.

d) E. Utrecht, “strafbaar feit” dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut
delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan
handelen atau doen positif atau suatu
melalaikan  natalen  negatif, = maupun
akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena
perbuatan atau melalaikan itu).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas,
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah
suatu aksi yang bertentangan dengan hukum,
baik yang dilakukan dengan sengaja maupun
yang tidak, dan dilakukan oleh si pelaku yang
dapat dikenakan hukuman atau sanksi.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pada umumnya pembunuhan itu perbuatan
yang melanggar hukum, tetapi definisi seperti
itu tidak menggambarkan arti pembunuhan
secara  spesifik  dikarenakan  perbuatan
melanggar hukum itu tidak hanya pembunuhan
melainkan masih banyak lagi perbuatan
melanggar hukum yang lain. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, membunuh berarti
menghilangkan nyawa dan pembunuhan adalah
proses, cara, perbuatan membunuh. Sedangkan
menurut Wikipedia pembunuhan adalah suatu
tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang
dengan cara yang melanggar hukum, maupun
yang tidak melawan hukum.

D. Hak Asai Manusia

Dalam pasal 1 Angka (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan terhadap harkat dan martabat
manusia”.

Menurut Miriam Budiarjo “HAM adalah
hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh
dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran
atau kehadirannya didalam masyarakat”.
Sementara menurut Menurut Peter R. Baehr
“HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada
dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan
untuk perkembangan dirinya. Hak-hak ini
bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat™.

E. Asas Equality Before Of The Law

Studi ini  menganalisis  tindakan
membunuh yang dilakukan oleh anak-anak di
bawah umur dari sudut pandang hak-hak asasi
manusia. Dengan demikian, penelitian ini
berlandaskan pada asas equality Before Of The
law. Setiap anak harus memiliki kedudukan yang



setara di hadapan hukum, sesuai dengan hak-hak

asasi yang dimiliki oleh semua individu. Asas

kesetaraan di depan hukum menegaskan bahwa
semua orang harus mengikuti hukum yang sama.

Pernyataan tentang prinsip equality before
of the law di Indonesia tercantum dalam
sejumlah undang-undang yang ada, yaitu
sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih
detailnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
menerangkan bahwa segala warga negara
sama kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintah  wajib  menjunjung hukum
tersebut tanpa adanya pengecualian.

b) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman
yang menerangkan bahwa pengadilan harus
mengadili sesuai hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang.

c¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Bagian menimbang huruf a dalam KUHP
menerangkan bahwa negara Republik
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia
serta yang menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

d) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 3
ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal
5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa
setiap orang diakui sebagai manusia pribadi
yang berhak menuntut dan memperoleh
perlakuan serta perlindungan yang sama
sesuai dengan martabat kemanusiaannya di
depan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul yang dipaparkan diatas,
penelitian ini menggunakan tipe penelitian
normatif. E. Saefullah Wiradipradja
menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif
merupakan “penelitian hukum yang mengkaji
norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”.

Berdasarkan pandangan para pakar yang
telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa penelitian hukum normatif adalah
kegiatan penelitian yang berkaitan dengan
analisis dan penilaian hukum dalam bentuk
norma, peraturan, prinsip hukum, doktrin, teori
hukum, serta literatur lainnya untuk menjawab
pertanyaan hukum yang sedang diteliti. Oleh
karena itu, penelitian hukum normatif umumnya
hanya berbentuk studi dokumen, yaitu
mengandalkan sumber hukum seperti undang-
undang, keputusan pengadilan, kontrak atau
perjanjian, prinsip dan asas hukum, teori hukum,
serta pandangan atau doktrin dari para ahli
hukum.

Sumber data yang utama dalam penelitian
hukum normatif adalah data kepustakaan. Di
dalam kepustakaan hukum, maka sumber
datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum
yang dikaji dan yang di analisis dalam penelitian
hukum normatif terdiri dari: Bahan hukum
Primer, menurut buku Metode Penelitian
Hukum oleh Muhaimin sebagai berikut “Bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang
mempunyai kekuatan yang mengikat secara
umum (peraturan perundang-undangan) atau
mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi,
dokumen hukum, putusan hakim). Bahan hukum
sekunder, menurut buku Metode Penelitian
Hukum oleh Muhaimin sebagai berikut “Bahan
hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberi penjelasan terhadap bahah hukum
primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum,
laporan hukum dan media cetak dan
elektronik)”. Bahan hukum tersier, menurut
buku Metode Penelitian Hukum oleh Muhaimin
sebagai berikut “ Bahan hukum tersier yaitu
bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder
(rancangan undang-undang, kamus besar dan
ensiklopedia)”

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah studi
pustaka. Menurut Muhaimin bahwa “Studi
pustaka adalah pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai
sumber dan dipublikasikan secara luas serta
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif”.

Penelitian ini menggunakan teknik
analisis data kualitatif. Menurut Muhaimin
menyebutkan  bahwa  “Analisis  kualitatif
merupakan  analisis data  yang tidak
menggunakan angka melainkan memberikan
gambarang-gambaran (deskripsi) dengan kata-



kata atas temuan dan karenanya lebih
mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan
bukan kuantitas”. Penelitian kualitatif jelas
memiliki perbedaan dari penelitian kuantitatif,
karena dalam penelitian kualitatif tidak
memakai statistik, melainkan fokus pada
pengumpulan, analisis, dan penafsiran data yang
diperoleh.

Proses analisis data kualitatif bersifat
induktif, yang berarti didasarkan pada data yang
telah dikumpulkan.. Menurut Miles &
Huberman (2014: 16) dalam buku Sugiyono
(2019:321) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi
data, penyajian data, penarikan
kesimpulan/verifikasi.

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak dijamin oleh semua
pihak yang terlibat, seperti orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara. Pasal 20
dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
mengatur  bahwa: "Negara, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua atau Wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Anak.” Usaha perlindungan anak
dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat
sesuai dengan kemampuan serta situasi dan
kondisi yang ada. Setiap warga negara memiliki
tanggung jawab untuk melaksanakan upaya
perlindungan anak demi menjamin
kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum bagi anak dapat
diartikan sebagai upaya perlindungan hukum
terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children)
serta berbagai kepentingan yang berhubungan
dengan kesejahteraan anak. Dalam Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)
menjelaskan bahwa: “perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin perlindungan
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”

Perlindungan hukum bagi anak
mempunyai spektrum yang cukup luas.
Dalam berbagai dokumen dan pertemuan
internasional  terlihat  bahwa  perlunya
perlindungan  hukum bagi anak dapat
meliputi berbagai aspek, yaitu :

a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan
kebebasan anak

b. Perlindungan anak dalam proses peradilan

c. Perlindungan kesejahteraan (dalam
lingkungan  keluarga, pendidikan dan
lingkungan sosial)

d. Perlindungan anak dalam  masalah
penahanan dan perampasan kemerdekaan

e. Perlindungan anak dari segala bentuk
eksploitasi (perbudakan,
perdagangananak,pelacuran,pornografi,per
dagangan/penyalahgunaan obat obatan,
memperalat anak dalam  melakukan
kejahatan dan sebagainya)

f.  Perlindungan terhadap anak-anak jalanan

g. Perlindungan anak dari akibat
perperangan/konflik bersenjata

h. Perlindungan anak terhadap tindakan
kekerasan

Menurut pendapat Abdul Hakim Garuda
Nusantara, melindungi  anak-anak  yang
bermasalah dengan hukum harus dilakukan
melalui pendekatan yang lebih luas untuk
melindungi anak-anak di Indonesia dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
budaya sehingga perlindungan tersebut dapat
memberikan keadilan dan memenuhi hak-hak
anak.

Menurut  Arief  Gosita  (2020:56)
perlindungan anak adalah suatu usaha yang
mengadakan situasi dan kondisi yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan
kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini
berarti dilindunginya anak untuk memperoleh
dan mempertahankan haknya untuk hidup,
mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh
kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan
hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para
pelindungnya.

Salah satu bentuk perlindungan anak
adalah dengan terwujudnya kepastian hukum
bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa
Kepastian hukum sebagai sarana untuk
mencegah diskriminasi terhadap anak yang
tentunya akan berakibat negatif terhadap anak
itu sendiri. Kenakalan anak dari waktu ke waktu
selalu berkembang dan bervariasi terutama



mengenai bentuk kenakalan yang cenderung
mengarah kepada suatu bentuk kejahatan atau
tindak pidana. Pada saat anak melakukan suatu
tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Bila merujuk pada ketentuan Pasal 71
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat berbagai
jenis pidana dan tindakan yang meliputi pidana
pokok bagi anak (pidana peringatan, pidana
bersyarat: pembinaan di luar atau di dalam
lembaga, pelayanan masyarakat maupun dalam
bentuk pengawasan, pelatihan kerja, dan
penjara); pidana tambahan (perampasan harta
yang berasal dari keuntungan yang diperoleh
melalui  tindak pidana, atau pemenuhan
kewajiban adat); apabila anak diancam dengan
pidana kumulatif seperti penjara dan denda,
pidana yang dimaksud digantikan dengan
pelatihan kerja, pidana yang dijatuhkan kepada
anak tersebut tidak diperbolehkan untuk
melanggar harkat serta martabat anak, ketentuan
lanjutan berkenaan dengan jenis pidana dan
tindakan pidana anak diatur secara lebih lanjut
melui peraturan pemerintah.

Pemidanaan berupa pembatasan

kebebasan (penjara) diberlakukan dalam hal
anak melakukan tindak pidana berat atau tindak
pidana yang disertai dengan kekerasan, dimana
pidana pembatasan kebebasan tersebut sesuai
dengan bunyi pasal 81 ayat (2) menyebutkan
bahwa :
“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada
Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa”.

Sedangkan terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak yang diancam dengan
pidana mati atau pidana seumur hidup sesuai
bunyi pasal 81 ayat (6) menyebutkan bahwa :
“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak
merupakan tindak pidana yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Perlindungan hukum bagi anak yang
menjalani masa pemidanan adalah dalam
bentuk penegakan hak anak sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak menyebutkan bahwa :

“Anak yang sedang menjalani masa pidana
berhak:

mendapat pengurangan masa pidana;

memperoleh asimilasi;

memperoleh cuti mengunjungi keluarga;

memperoleh pembebasan bersyarat;

memperoleh cuti menjelang bebas;
memperoleh cuti bersyarat; dan

memperoleh hak lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan”
Perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum, anak yang
berkonflik dengan hukum dan anak korban
tindak pidana meliputi :

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai
dengan martabat dan hak-hak anak;

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak
sejak dini;

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. Pemantauan dan pecatatan terus menerus
terhadap  perkembangan  anak  yang
berhadapan dengan hukum;

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan
hubungan dengan orang tua atau keluarga;
dan

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas
melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.

Perlindungan khusus terhadap anak yang
diberikan oleh negara yang dituangkan dalam
undang-undang atau peraturan yang berkaitan
dengan hal tersebut berhadapan dengan hukum
dalam ranah hukum pidana diberikan kepada
anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi
dan pelaku tindak pidana yang artinya bahwa
ketiga unsur tersebut mendapatkan perlindungan
khusus.

Hak-hak anak perlu diperkuat lebih lanjut
untuk menjamin perlindungan hukum yang
lengkap dalam proses pidana terhadap anak.
Untuk itu, agar anak tidak dirugikan atau
perkembangan mereka terhambat, masalah yang
ada harus dipahami secara menyeluruh,
menyeluruh, dan menyeluruh. Mengembangkan
hak-hak anak dalam proses pidana akan
membantu menemukan keseimbangan dalam
masalah yang berdampak pada anak.

Sesuai dengan bunyi pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa “Setiap
anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,
keluarga, masyarakat, dan negara.” Oleh karena
itu, perlindungan hukum anak adalah upaya
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yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan
masyarakat untuk memenuhi dan menjamin
semua hak anak yang dijamin dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak merupakan salah
satu sumber hukum yang krusial dalam
melindungi hak-hak anak yang berhadapan
dengan hukum, dengan menekankan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Undang-undang
ini menegaskan perlunya perlakuan yang
berbeda bagi anak yang terlibat dalam tindak
pidana dibandingkan dengan orang dewasa,
melalui pendekatan rehabilitasi.

Di bidang legislasi, upaya pemajuan dan
perlindungan anak sudah cukup luas, baik dalam
konteks legislasi lembaga internasional maupun
di Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, penuntutan anak
merupakan tindak pidana khusus, pengadilan,
kepolisian, kejaksaan, dan media harus
mematuhi  peraturan ini  selama  proses
penuntutan anak. Ini karena anak masih dalam
masa perkembangan yang membutuhkan
dukungan dan pendampingan fisik dan
psikologis dari orang dewasa, baik orang tua
kandung maupun orang yang dipercayakan
pengasuhan pada tahapan tertentu.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia,
anak yang menjadi pelaku tindak pidana
pembunuhan tetap merupakan subjek yang
memiliki hak-hak fundamental yang tidak dapat
dikurangi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai
instrumen internasional, khususnya Konvensi
Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child/CRC) 1989, yang telah diratifikasi oleh
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor
36 Tahun 1990.

Beberapa prinsip Hak Asasi Manusia yang
relevan dalam konteks anak sebagai pelaku
tindak pidana berat seperti pembunuhan dalam
konvensi Hak Anak antara lain:

a. Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2 ayat (2)
Convention on the Rights of the Child)
Semua anak berhak memperoleh
perlindungan hukum tanpa diskriminasi,
termasuk mereka yang berkonflik dengan
hukum. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat
dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam
ayat (1) yang berbunyi:
“Negara Pihak harus menghormati dan
menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam

Konvensi ini bagi setiap anak dalam
yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam
bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat
politik atau pendapat lainnya, asal usul
kebangsaan, suku atau sosial, kekayaan,
cacat, kelahiran atau status lainnya dari anak
tersebut atau orang tua atau wali sahnya”
Penulis mengatakan prinsip non-
diskriminasi berarti bahwa setiap anak berhak
atas perlindungan tanpa diskriminasi. Dengan
kata lain, semua hak yang tercantum dalam
Konvensi Hak-Hak Anak harus diterapkan
pada setiap anak tanpa diskriminasi apa pun.

. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3 ayat

(1) Convention on the Rights of the Child)

Menurut prinsip ini, kepentingan

terbaik anak harus menjadi prioritas utama
dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan
mereka. Prinsip ini dapat dilihat pada
Konvensi Hak Anak ayat (1) Pasal 3 yang
menyatakan:
“Dalam semua tindakan yang menyangkut
anak yang dilakukan lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah maupun
swasta, lembaga peradilan, lembaga
pemerintah atau badan legislatif, maka
kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi
pertimbangan utama”.

Dalam setiap proses hukum, termasuk
penahanan, persidangan, hingga pemidanaan
anak, Penulis percaya bahwa kepentingan
terbaik anak harus diutamakan dalam setiap
proses hukum, termasuk penahanan,
persidangan, dan penghukuman anak. Ini
berarti bahwa, meskipun seorang anak telah
melakukan pelanggaran berat, negara harus
memperlakukan anak secara manusiawi dan
memprioritaskan  pendidikan  daripada
hukuman.

. Hak atas Perlakuan yang Layak dalam Sistem

Peradilan (Pasal 40 ayat (1) Convention on
the Rights of the Child)

Anak yang diduga, dituduh, atau
dijatuhi pidana atas suatu pelanggaran hukum
pidana berhak atas perlakuan yang sesuai
dengan martabat dan harga dirinya. Sesuai
dengan pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak
yang berbunyi :

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap
anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah
melanggar hukum pidana untuk diperlakukan
dengan cara yang konsisten dengan pemajuan



martabat dan harga diri anak, yang
memperkuat penghormatan anak terhadap
hak-hak asasi manusia dan kebebasan
fundamental orang lain dan yang
mempertimbangkan usia anak dan keinginan
untuk memajukan reintegrasi anak dan anak
untuk mengambil peran yang konstruktif di
dalam masyarakat”.

Penulis sependapat dengan ayat (1)
Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak, yang
menyatakan bahwa anak yang dicurigai,
dituduh, atau dihukum harus diperlakukan
dengan hormat demi martabat dan harga
dirinya. Anak adalah individu yang masih
dalam proses pertumbuhan dan
perkembangan, menurut penulis. Mereka
belum cukup dewasa untuk berpikir dan
bertindak, jadi kesalahan mereka harus
dianggap sebagai bagian dari pembelajaran.
Perlakuan yang kasar atau merendahkan
dapat menyebabkan anak kehilangan
kepercayaan diri dan bahkan mendorong
mereka untuk melakukan kesalahan yang
sama di masa mendatang. Oleh karena itu,
bukan pembalasan yang seharusnya menjadi
fokus perawatan, tetapi rehabilitasi dan
reintegrasi sosial anak.

. Larangan Hukuman Mati dan Penjara
Seumur Hidup (Pasal 37 huruf (a) Convention
on the Rights of the Child)

Konvensi melarang secara tegas
pemberian hukuman mati atau penjara
seumur  hidup  tanpa  kemungkinan
pembebasan kepada anak di bawah usia 18
tahun, berapa pun berat kejahatannya.

Terkait Larangan hukuman mati dan
penjara seumur hidup dapat dilihat dalam
Pasal 37 huruf (a) Konvensi Hak Anak yang
berbunyi:

“Negara Pihak harus memastikan bahwa :

(a) Tidak seorang anak pun boleh
mengalami penyiksaan atau perlakuan
atau hukuman lain yang kejam, tidak
manusiawi atau merendahkan martabat.
Baik hukuman mati maupun hukuman
penjara seumur hidup tanpa
kemungkinan pembebasan tidak dapat
dijatuhkan atas pelanggaran yang
dilakukan oleh orang yang berusia di
bawah delapan belas tahun”.

Terkait dengan bunyi pasal 37 huruf (a)
Konvensi Hak Anak, penulis sepenuhnya
setuju karena alasan utamanya adalah anak-

anak adalah generasi penerus negara ini, yang
akan memainkan peran penting dalam
membangun masa depan negara. Jika anak-
anak dihukum langsung dengan hukuman
mati atau penjara seumur hidup tanpa
kesempatan untuk bebas, itu menunjukkan
bahwa  kita sebagai bangsa  telah
mengabaikan masa depan mereka. Namun,
anak-anak ini dapat tumbuh menjadi individu
yang bermanfaat dan memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat dan negara dengan
bimbingan dan pengasuhan yang tepat.

. Prinsip Rehabilitasi dan Restorasi (Pasal 40

ayat (3) Convention on the Rights of the

Child)

Dalam pendekatan Hak Asasi Manusia,
keadilan restoratif dianggap lebih tepat
daripada keadilan retributif (balas dendam)
untuk kasus-kasus yang melibatkan anak
sebagai pelaku kejahatan. Restorative justice
menekankan pada pemulihan kerugian bagi
semua pihak yang terlibat, termasuk korban,
pelaku, dan masyarakat. Dalam hal ini, anak
yang melakukan tindak pidana pembunuhan
dapat  diberikan  kesempatan  untuk
memperbaiki diri dan berkontribusi pada
pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari
tindakannya.

Seperti bunyi pasal 40 ayat (3)
Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa :
“Negara Pihak harus berusaha untuk
memajukan pembentukan hukum, prosedur,
otoritas dan lembaga yang secara khusus
berlaku bagi anak-anak yang diduga, dituduh,
atau diketahui telah melanggar hukum
pidana, dan khususnya:

(a) Penetapan usia minimum di bawah mana
anak-anak dianggap tidak memiliki
kapasitas untuk melanggar hukum pidana;

(b) Bilamana tepat dan diinginkan, langkah-
langkah untuk menangani anak-anak
tersebut tanpa menggunakan proses
peradilan, dengan ketentuan bahwa hak
asasi manusia dan jaminan hukum
dihormati sepenuhnya”.

Meskipun tidak secara eksplisit
menyebut kata “restorasi”’, Pasal 40
mengandung prinsip-prinsip keadilan
restoratif, karena:

a. Menyarankan upaya penyelesaian di luar
proses pengadilan, selama hak anak tetap
dihormati



b. Mengarahkan sistem hukum pidana anak
ke arah pemulihan dan reintegrasi, bukan
semata hukuman.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia ini
telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, terutama melalui mekanisme
diversi, pembatasan penahanan, dan
pendekatan rehabilitatif. Namun, dalam
praktiknya, penerapan prinsip hak asasi
manusia ini masih menghadapi kendala,
terutama dalam kasus-kasus berat seperti
pembunuhan, di mana tekanan publik sering
menuntut hukuman yang keras.

Sesuai dengan bunyi pasal 16 ayat (1)

Convention on the Rights of the Child yang
menyebutkan bahwa :
“Tidak seorang anak pun boleh menjadi
sasaran campur tangan sewenang-wenang
atau tidak sah terhadap privasi, keluarga,
rumah, atau korespondensinya, atau serangan
tidak sah terhadap kehormatan dan
reputasinya”.

Menurut pendapat penulis meskipun
ada anak yang melakukan tindak kejahatan,
kita harus ingat bahwa mereka masih dalam
proses tumbuh dan berkembang. Usia mereka
masih sangat muda dan pemikiran serta
emosinya masih belum stabil sehingga
banyak keputusan yang mereka buat masih
dipengaruhi oleh lingkungan, tekanan teman
sebaya, atau kurangnya pemahaman tentang
akibat dari perbuatan mereka. Kesalahan
yang dilakukan anak tidak bisa langsung
dianggap sebagai akhir dari segalanya. Justru
mereka masih punya peluang besar untuk
diperbaiki dan diarahkan ke jalan yang lebih
baik.

V. KESIMPULAN

Secara  umum, pemerintah  telah
melindungi hak-hak anak melalui berbagai
peraturan perundang-undangan tentang
perlindungan hak-hak anak. Pada dasarnya, hak
anak adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu,
dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan
hukum terhadap anak pelaku pembunuhan
adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua,
pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi
dan menjamin semua hak anak yang dijamin
dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan
media pers kurang melakukan apa yang harus
mereka lakukan untuk melindungi anak
sehingga perlindungan hukum terhadap anak
dari perspektif hak asasi manusia kurang
terimplementasikan. Akibatnya, pelanggaran
hak anak terus terjadi. Maka dari itu, dalam
mengimplementasikan perlindungan hukum
terhadap anak dalam perspektif hak asasi
manusia hendaknya orang tua bertanggung
jawab penuh atas perilaku anak dan didukung
oleh lembaga-lembaga lainnya
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